LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 25 TAHUN : 2001 SERI : B NO. : 12

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang . 2. bahwa Retribusi pelayanan kesehatan di Pusat
| Kesehatan Masyarakat yang diatur dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelayanan

Kesehatan Dasar di Kabupaten Kendal dan
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rah Kabupaten Daerah’
mor 7 Tahun |
garaan Pelayanan Keseh; tar
Daerah dan Pusat K
t Inap di Kabupaten [

=TT

Pen)’ﬁleng

Penyei engggaraan kesehatan tldak : __
apabila diterapkan pada sa;t 1_“.
peraturan Daerah yang mengatur .
rersebut sudah tidak sesuai dan perl

penggantian dengan Peraturan Daera

L '

baru ;

b. bahwauntuk melaksanakan maksud

1--0..'_

Daerah baru sebagai pengganti kedua |

Daerah tersebut dengan Peratu
Kabupaten Kendal. i

S,
_' LT
-

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19:

Pembentukan Dacrah-dae;;;a*,’
Lingkungan Propinsi Jawa Teng

Negara tanggal § Agustus 1950

2 Ilindang-undang Nomor 23 o v
f -r'= _—' ‘Tm..n .I ;
°sehatan ( Lembaran Negara T

3

a;rah e Retribusi
r ahun 1997 Nomor |
N Negara Nompor -

Cgary
Lemba
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Pemerintahan Dy

erah ( Lembar .
1999 Nomor 60), Tambahan l::;:egidra s—
Nomor 3839 ) ¥ aran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
entang Penetapan mulai berlakunya Undang-
undang Nomor 12, 13. 14 dan I5 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta ( Berita Negara tanggal 14 Agustus
1950) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 5 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) |

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987
tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah
dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9);

‘ 2000
erintah Nomor 25 Tahun
 Peraturan Pem il
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baran Negara Tahun 2

em
( . han [Lembaran Negara N

Tamba
Peraturan Pemerintah Nomc)r .
«entang Retribusi (Lembaran e
Nomor 119, Tambahan Lembar

4139 ) ;

12. Keputusan Presiden Re'publlk ;
44 Tahun 1999 tentang Teknik
Peraturan Perundang — und
Rancangan Undang — und
Peraturan Pemerintah dan Rancan
Presiden ;

i1

|3. Peraturan Menteri Kesehat
MENKES/PER/V/1988 te

Efisiensi Kerja Tenaga -m .
Pemerintah ; .

14. Keputusan Bersama Ment:
Menteri Dalam Negeri Ne w
[I/1988 dan Nomor 10 °

Penyerahan sebagian BJ us
dalam Bidan g Kesehatan

5. Keputusan Menteri Dala
Tahun 1997 tentang Pa_l&kz-;-__ er:
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MENKES/SK/V1/1997 t -
Sakit Pemerintah : oty St Rk

|8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5
Tahun 2(?01 t'entang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-dinas dj Kabupaten Kendal
( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5
Tahun 2001 Seri : D Nomor S ).
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

MEMUTUSKAN :

KENDAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :
o Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Kendal ;
rah yang selanjutnya disebut Bupati
4 Daerah Kabupaten Kendal ;

adalah Dinas Kesehatan
03

c. KepalaDae
adalah Kepal

d. Dinas Kesehatan
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Retribu‘si serta

:
Pelayanan Kesehatan qdal .. 8
pelayanan kesehatan yang C1DCTIXs
seseorang dalam rangka observasi
pengobatan atau pelayanan i

Pelayanan Rawat Jalan ad ala
kepada pasien untuk observas

pengobatan, rehabilitasi medik
e g lai[lnya tanpa tin Al (

Pelayanan Rawat Inap ad:

pasien untuk observasi, peraw
pengobatan , rehabili 'J 1
kesehatan lainnya dengan m
tidur - .

»

Al e --I
._.rr_.
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S adalah instan
» [® hl '." - F ¥
Daerah yang mempunya; kesehatan

dan atau rawat Inap ;

Puskesmas Keliling adalah pelayanan keshatan
oleh Puskesmas dengan mempergunakan

Kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua)
alau transportasi lainnya di lokas;i yang jauh dari
sarana pelayanan yang ada :

. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan
kepada pasien untuk observasi. diagnostik,
pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan
kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur
selama kurang dari 1 (satu) hari ;

Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap
pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;

Pelayanan Non Medik adalah pelayanan
terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain

tenaga medik ;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan

pembedahan yang menggunakan pembiusan
umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan

Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan
tanpa pembedahan ;

ng Medik adalah pelayanan
enegakan diagnosis dan

Pelayanan Penunja
untuk menunjang p
terapi |

Pelayanan

l T L .
“diberikan oleh unit rehabilitasi

Rehabilitasi Medik dan
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. Jasa Sarana adalah 1mbalan ;v "

ey

jayanan n fisioterapi, tcrapg ')
pentuk goe otlk/prostetlk w

ter dFl’:( d::jaa‘sa psikologi rehabilitas
me

Medik Gigi dan
paripurna meh

buhan dan pemuhham __

sebagian at-au seluruh
penyelen ggaraan kegiatan _

Puskesmas yang dibebankan kepada 1
sebagai imbalan atas jasa sara T 2
pelayanan yang diterima ;

Tarip adalah

Jasa Pelayanan adalah 1mbalan
pelaksana pelayanan atas jasa y:
kepada pasien dalam rang (2
diagnosis, pengobatan dan rehabilita

Puskesmas Rawat Inap atas pema
fasilitas rumah sakit, bahan,
kimia dan alat kesehatan habi
digunakan langsung dalam -

diagnosis, pengobatan dan reh:
“\J‘,..

Akomodasn adalah pengguft
Inap termasuk makan di F
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dd.

ab.

ad.

dc.

af.

ﬁ

-0 -

Daer; |

km;;?ﬂ untuk tujuan kepentingan da
| .ddldﬂ umum serty dapat dinikmat; :

pribadi atau badan : it

atas pelayanan kKesehatan di
.h 1
Puskesmas, Puskesmas Keliling tidak termasuk

pelayanan pendaftaran -

Wajib Retribusi adalah oran g pribadi atau badan

yang‘ menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi Daerah, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi tertentu :

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah

Retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih
Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB

adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi kgrena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada

Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang ;

melakukan tagihan
administrasi berupa bunga

pidana di bidang perpajalfan
busi adalah serangkatlan

dan atau denda :

Penyidikan tindak
Daerah dan Retrl
97
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i
Negerl Sipil, yang selanjutnya d]

untuk mencari serta mengumpul <an
dengan bukti itu membuat terar
dibidang perpajakan Daerah dam «;A
terjadi serta menemukan tersang |

ag. Kartu Sehat adalah Surat
dikeluarkan oleh Kepala Pus .
mendapatkan pelayanan Ke:
cuma baik di Puskesmas mauptm
dalam wilayah Kabupaten Kendal _-

BAB II .

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RE
Pasal 2 ..o

Dengan nama Retribusi Pela yar
dipungut Retribusi sebagai p *" :

'

pelayanan kesehatan di
Pembantu dan Puskesmas Kehh

- ."' .

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah - D
yang meliput; -

4. Pelayanan kesehat

Puskesmas Pembantu,
b. Pelayanan kesehat di

(2) Tidak lermasuk C .by@ﬁ
Pelayanan kesehatan yan; el
Pemerintap Daerah
Pada ayq¢ (1) Pasa] mj dan 'I

3
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Pasal 4

Subyek Retribusi adalah <et;
memperoleh pelayanan
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

BAB 1]

PENGGOLONGAN RETRIBUSI
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal §

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.

(2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah
Daerah.

BAB 1V

CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan,

diukur berdasarkan penggunaan jasa sarana dan
jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

pasien.
BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarip
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i Pelayan

., Rawat Jalan ;
b, Rawat Inap ; |
c. Rawat Jalan Kunju “:,
d. Tindakan Medik ; -
e. Tindakan Medik “:

f.  Pemeriksaan Penunjal

Pengurusan Jen 7

-!-

b.  Persewaan M Hﬂf; \mt
Kesehatan Kell |
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sf?bzlgaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini
ditetapkan setiap kali kunjungan sebagai berikut -

I. Tarip pemeriksaan fisik dan pengobatan tidak
termasuk tindakan dan laboratorium sebesar

Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah ).

2. Besarnya tarip pelayanan selain yang dimaksud
angka 1 Pasal in1 ditetapkan sebagai berikut :

e
;‘5’ JENIS PELAYANAN TARIP |
i 2 3
| RAWAT JALAN :

| Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan masuk Sekolah | Rp.  1.000,00 |

) Pelayanan pemeriksaan fisik untuk mencari kerja Rp. 3.000.00

3 Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin Rp.  5.000,00

4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi | Rp. 8.000,00 |

5. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon haji Rp.  13.000,00

6. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk Visum luar : _

Hidup Rp.  5.000,00
Jenazah Rp. 10.000,00

7. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli | Rp.  8.000,00

8. Tim pelayanan kesehatan Ambulance ( bukan jena?ah ) Rp. 25.000,00

9. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah ( UKS )dlkepakan |
sehesar 50 % ( Lima puluh persen ) dari biaya yang ditetapkan

- | B | RAWAT INAP :

| Rawat Inap per han : Rp. 1500000
2. Akomodasi Kelas Il 2 500,00
b Perawatan dan visite Kelas 111 Rp. o 000‘1 i
¢. Akomodasi Kelas I Rp' 6'.000.00
d. Perawatan dan visite Kelas 11 P-

). Rawat Inap RB ( per paket /3 har ) Al 00.000,00
a. Kelas 11 oleh Bidan Rp 125.000.00
b. Kelas III oleh Dokter Rp. 125.000,00
¢. Kelas II oleh Bidan Rp 150.000,00
d. Kelas 11 oleh Dokter F_

” 101
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ll-

~ Besar
) Keal
d,
h.
C.
d.

C.

F| PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :
. Laboratorium Klinik e

2. Sederhana | oo i

+ Hematologi (

* Uninologj (

b. Sederhang I -

an gigl dewasd
bencabutan gigi dew o o
bencabutan gigi anak, tumpatan gigi scmemara.*

i )
R Y |

pencabutan gigi insisi abses upperculectomy |

perawatan saluran akar gigi T
pembersihan karang gigi, perregio, tumpatan gigi tef
dengan amalgam k}*
Tumpatan gigi Fuji [X

o

3 .
PEr macam pemeriksaan j"ﬂ |
e macam pemeriksaan)'
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(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapal diborongkan
| | > L .
(2) Retribusi

Qengan menggunakan

4in yang dipersamakan

. Y ey

(3) Pgmun-gul?n Retribusi dilaksanakan oleh Petugas
yang ditunjuk oleh Bupati. j

rd Q]
(4) Hasil peémungutan sebagaimana dimaksud
ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah
atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan
waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain
yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya
| x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan

oleh Bupati.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan
di tempat lain dimaksud ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Bupati.

103
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Pasal 12

ibusi harus dilak
bayafa .
]) Pﬁm

qu Pejabat yang d1tun1
da Wajib Retribusi un
tang dalam jang} _
jang dapat d

Tata cara pembayaran dimal

3
5 ditetapkan oleh Bupau.

ini

(4) Bupati atau Pejabat yaag
mengizinkan Wajib Retribu

pembayaran Retribusi sam
yang ditentukan dengan a
dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retnbusn d

Peraturan Daerah ini dibel
pembayaran.

e
)
K

|l.iI 9
%
el

R
it

(2) Setiap pembayaran f;i
penerimaan,

(3) Bentuk, i ,kualitas, ukur

pembayaran RetrlbuSI d eta
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' yang sejenis
dlmaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan Retribusi dimaksud Pasal 14
Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati;

BAB XI

TATA CARA
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan.
keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan
dan pembebasan Retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan

105
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KETETAPAN, PEN HA
ATAU PENGURANG
SANKSIA INIS

DAN PEMBATAL.

—a
-

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat m
pembetulan SKRD dan ST
Penerbitannya terdaln tk _F
hitung dan atau kekeliruan ¢
. perundang-undan yar

(2) Wajib Retribus; dapat mengs
Pengurangan atan: S
dministrag; berupa bung oy

= EETEa e s
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(5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada
aygl (4) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atay
Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini. Bupati atau
Pejabat tidak memberikan keputusan. maka

permohonan pembetulan, pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dan pembatalan, dianggap

dikabulkan.
BAB XIII

PUSKESMAS TANPA PERAWATAN
Pasal 20

Puskesmas Tanpa Perawatan memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat
jalan yang berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan

107
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M

antu membg; ] kan

mas PemD LG
kes 1 da masyar akat yal'lg . ‘i_

kesehaid . ksaan dan/atau pe€ J |

merl .
berupa P° 1 kesehatan lek
| ayanan kesehatan |

Pasal 22 4

Kepala Puskesm?.s deﬂ f
pertimbangan dan pctunjul.( ‘
Kabupaten dapat menunjuk ;_g

Pembantu guna memberikan pelay

masyarakat. WAl
BAB XV
PUSKESMAS KELILI!

S |
Pasal 23
Puskesmas Kelilj

ng me 110C11
‘eschatan kepada masyarakat yang ber
berupa pemeriksaan dan/atau pengol
Menentukan usahg pelayan a:n -‘

£
Eay -

-
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(2) C.alor? Pengantin yang dinyatakan tidak sehat
diberikan Surat Keterangan pemeriksaan dan

diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa
menghalangi proses perkawinan.

BAB XVII

KETENTUAN PENGELOLAAN
PERBEKALAN FARMASI/OBAT-OBATAN

Pasal 27

( 1 ) Perbekalan Farmasi/obat-obatan untuk keperluan
109
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b. Meneliti. mencari dan

mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atay

badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi:

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi :

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi ;

e. Melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,

111
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ber langsung, l AT ‘ﬁ"

atau doku:

dimaksud hu .{ £
-t!

Memotret s 55e(

tindak pi lana

ketcrang }
tersangka fan

—
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BAB XX

PELA KSANAAN » PEMBINAAN
DAN PEN GAWASAN

Pasal 31

(1) Pelaksana teknis atas

| Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan.

(2) Pembinaan terhada

P pelaksana teknis Peraturan
Daerah ini dilaksa

nakan oleh Bupati.

(3) Pengawasan

terhadap pelaksana teknis
o Peraturan

Daerah ini dilaksanakan oleh DPKD,
4 Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati.

(4) Pelaksanaan PEngawasan sebagaimana dimaksud
ayat (3) Pasal ini diberikan biaya operasional
yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka

}é’ - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
;ayanan Dasar pada Sarana Pelayanan
L - Kesehatan Dasar dicabut dan dinyatakan tidak

B . Kendal Nomor 5 Tahun 1990 tentang Retribusi
~ berlakulag.

(£) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

113
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dengan penempat'an'l“; ya

Kabupaten Kendal. -

Ditetapkan di
3 L
Pada tanggal

|
e e e

.- _— -

LA

- :W,L:h_‘:g
Diundangkan dalam Lembaran Dae
7 Desember 2001 Nomor : 25 Tahur

langgal

T
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL

b asigaaih
'-' bmn“ _)J.; 21
: JELASAN UMUM

'.'-,’ ) ) r

4
e 49
4 B=.

1 | Untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat
“ahupaten Kendal, maka Pemerintah Daerah telah melaksanakan
“Ef erbagai program kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat
| seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan
g pembangunan di bidang kesehatan dan usaha pemerataan
 kepada masyarakat tersebut, diperlukan upaya dan langkah
suna memaksimalkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada

. '_

1 rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan

Cabupaten Kendal sebagaimana tersebut di atas, maka

T pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Khususnya

 di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Pada
ner yelenggarakan pelayanan kesehatan kepada
biaya yang relatif memadai.
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Tingkat 1T Ken ' a7
eschatan di Puskesmas, perlu diganti _

perkembangan keadaan.

i
Sehubungan dengan hal tersebut di a
dengan Peraturan Daerah Kabupaten K :

Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan }
Kendal.

Iy

o

¥
¥y |

[l PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas. siciall
Cukup jelas.
- Cukup jelas.
Pasa) 4 ng

. Cu . _ * _1*5

Pasa] + Cukup jela%"m

Pasal |

Pag : s
T Cukup jelas,

| b

16 ' CukUp.

&
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i -29 -
Pasal 9 Cukup jelas
pasal 10 Cukup jelas
i Pasal 11 Cukup jelas
e - Pasal 12 :  Cukup jelas.
| .. * Pasal 13 :  Cukup jelas.
~ Pasal 14 - Cukup jelas.
%  Pasal I5 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
,P‘asal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 - Cukup jelas.
19 : Cukup jelas.
20 : Cukup jelas.

:  Cukup jelas.

Cukup jelas.

. Cukup jelas.
. Cukup jelas.

5 = r . L .
lll-'...- X
[
-

:  Cukup jelas.

1
.}

"

£ ﬁ g Cukup jelas.

- ?:‘ Cukup jelas.

117

Scanned by TapScanner




Scanned by TapScanner



